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ABSTRACT
This study aimed to determine the knowledge of indigenous people of Bali against the 
Constitutional Court No.46 / PUU-VII / 2010, meaning the Constitutional Court ruling 
related to the child outside the mating position, to identify and analyze the attitudes of 
indigenous communities Bali on the discharge of the Constitutional Court. This study is an 
empirical law with non-doctrinal approach (socio legal research). 
The results showed that indigenous people in general do not yet know Bali Court Decision 
No.46 / PUU-VII / 2010 was. Meaning beyond mating gives children the same rights as 
children born within marriage. Balinese people’s attitudes related to this decision, can be 
classified into two: 1. Most accept the decision of the reason; children outside the mating 
status to clear, the mother can claim responsibility for the biological father of the child, 
the child is no longer despised in the family and society. 2. small Sebagain reject reason; 
children outside mating can cause problems in inheritance in biological father, contrary 
to the customary law of Bali, girls may prefer not to marry. The attitude of the indigenous 
peoples of Bali pros and cons of the legal culture of society.
Conclusion: Its meaning is to give children the right to marry outside the same as children 
born within marriage. Balinese customary law community in general have not been aware 
of the Constitutional Court. Balinese people’s attitudes towards the Constitutional Court 
ruling pro and cons.
Keywords: constitutional court ruling, beyond mating child, ttitude indigenous 
       people of Bali.
1 Karya lmah n merupakan hasl peneltan d 
baya dar dana Dpa BLU Program Stud Magster 
(S2) Ilmu Hukum PPS UNUD dengan SK drektur 
No.750/UN.14.4/KU/2015 tanggal 29 Me 2015 telah 
dpresentaskan dalam semnar/FGD d Program 
Magster (2) Ilmu Hukum 
2 Para penuls dosen d Program Stud (S2) Ilmu Hukum 
dan Fakultas Hukum UNUD.
I.    PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang Masalah
Negara Indonesa sebaga negara 
yang sedang berkembang sudah berumur 70 
tahun. Pada umurnya yang  70 tahun tersebut 
sudah cukup banyak peraturan perundang-
undangan  yang berhasl dbuatnya. Namun 
demkan dalam hukum keluarga dan hukum 
wars belum berhasl dbuatnya. Jad dalam 
hukum keluarga dan hukum wars belum 
ada hukum yang berlaku secara nasonal 
sehngga mash berlaku pluralsme hukum.
Hukum keluarga dan hukum wars 
yang berlaku d Indonesa mash bersfat 
pluralsme hukum. Artnya dalam bdang 
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hukum keluarga dan hukum wars berlaku 
lebh dar satu sstem hukum. Adapun 
sstem hukum tersebut yatu sstem hukum 
adat, hukum slam dan hukum perdata barat 
atau Ktab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). Mash berlakunya pluralsme 
hukum dsebabkan belum mampunya 
negara atau pemerintah membuat unifikasi 
hukum dalam dua lapangan hukum tersebut. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 
kajan n dfokuskan pada hukum adat yakn 
hukum adat Bal.
Dalam pewarsan  ahl wars 
merupakan salah satu unsur esensl untuk 
dapat terjadnya pewarsan oleh karena tu 
dalam penentuan ahl wars erat katannya 
dengan sstem kekeluargaan yang danut 
oleh masyarakat d Indonesa. Pada 
umumnya kehadran seorang anak dalam 
sebuah keluarga sangat d dambakan, 
apabla dalam sebuah keluarga kecl atau 
keluarga bath, ketdakhadran seorang anak 
dapat menggoyahkan pondas rumah tangga 
suatu keluarga. Kehadran seorang anak 
mempunya peranan yang sangat pentng 
dalam suatu perkawnan, karena tujuan 
perkawnan selan membna rumah tangga 
yang bahaga dan sejahtera adalah untuk 
melanjutkan keturunan, agar tdak terjad 
kepunahan (camput). Begtu pentngnya 
kehadran seorang anak dalam sebuah 
keluarga, terlebh anak lak-lak yang d Bal 
dpercaya sebaga penyelamat roh leluhur 
dar sksaan neraka. Tadanya anak dalam 
keluarga (perkawnan), dapat dpaka alasan 
oleh sang suam untuk melakukan polgam 
dan bahkan ada kalanya juga dpaka alasan 
untuk mencerakan sang str, walaupun 
belum tentu sang str yang mandul.
Anak-anak yang lahr dar perkawnan 
yang sah  orang tuanya dsebut anak sah, 
sedangkan anak yang lahr tanpa ada 
perkawnan orang tuanya dsebut anak 
tdak sah atau anak luar kawn. Antara 
anak sah dan anak luar kawn sebaga 
keturunan mempunya kedudukan yang 
tdak sama dalam keluarga. Seseorang 
sebaga keturunan mempunya hubungan 
darah dengan orang menurunkannya. D 
sampng mempunya hubungan darah dans 
juga mempunya hubungan hukum  dengan 
orang yang menurunkannya. Sehubungan 
dengan tersebut Djojodguno dalam 
Surojo Wgnjodpuro, mengatakan bahwa 
keturunan adalah ketunggalan leluhur, 
artnya ada perhubungan darah antara orang 
seorang dan dan orang lan. Dua orang atau 
lebh yang mempunya hubungan darah, jad 
yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang 
seorang dar yang lan.3   
Mencermat pendapat dar Djojodguno 
tersebut, dmana  keturunan adalah orang 
yang mempunya hubungan darah dengan 
orang yang menurunkannya. In berart 
orang yang dmaksudkan adalah lak-lak dan 
perempuan yang menyebabkan keturunan 
tu ada sudah melangsungkan perkawnan. 
Lantas bagamana manakala lak-lak dan 
perempuan yang menyebabkan keturunan 
tu tdak melangsungkan perkawnan? Kalau 
dcermat lebh dalam, walaupun tdak ada 
perkawnan antara lak-lak dan perempuan 
yang menyebabkan seorang keturunan 
(anak) tu lahr tetap sang anak mempunya 
hubungan darah, tetap sang anak tdak 
mempunya hubungan hukum dengan lak-
lak yang menyebabkan a lahr. Dalam 
katan peneltan n, lantas bagamana 
hubungan hukum anak yang bersangkutan 
3 Surojo Wgnjodpuro, Pengantar Dan Asas-Asas 
Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm.108.
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dengan lak-lak yang menyebabkan da 
lahr. Sebuhungan dengan hal tersebut maka 
menjad pentng untuk melakukan peneltan 
berkenaan dengan kedudukan hukum anak 
luar kawn setelah keluarnyan putusan MK 
No.46/PUU-VIII/2010.
1.2.  Rumusan Masalah.
Berttk tolak dar latar belakang 
tersebut d atas, drumuskan permasalahan 
sebaga berkut:
1. Apa makna Putusan MK No. No.46/
PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan 
anak luar kawn d dalam Hukum Adat 
Bal?
2. Bagamana skap masyarakat hukum 
adat Bal  terhadap Putusan MK No. 
No.46/PUU-VIII/2010 sehubungan 
dengan kedudukan anak luar kawn?
II.   METODE PENEITIAN
2.1.   Jenis dan Sifat Penelitian
Peneltan tentang  skap masyarakat 
hukum adat Bal  terhadap Putusan MK No. 
No.46/PUU-VIII/2010 tentang Uj Materal 
Undang-Undang Perkawnan sehubungan 
kedudukan anak luar kawn adalah 
merupakan peneltan hukum emprs dmana 
data lapangan sebaga data prmer. Peneltan 
n tdak akan menguj hpotess, akan tetap 
menggal nformas sebanyak mungkn 
sehubungan dengan skap masyarakat hukum 
adat Bal  terhadap keluarnya Putusan MK 
No.46/PUU-VIII/2010 sehubungan dengan 
kedudukan anak luar kawn tersebut. Oleh 
karenanya peneltan n bersfat deskrtf, 
yatu menggambarkan atau menjelaskan 
skap masyarakat hukum adat Bal terhadap 
Putusan MK sehubungan dengan kedudukan 
anak luar kawn.
2.   Jenis dan Sumber Data
Dalam peneltan n data yang dgal 
dan dkumpulkan adalah berupa data prmer 
dan data sekunder. Data prmer dperoleh 
data yang dgal d lapangan yakn d wlayah 
Kota Denpasar. Sebaga lokas peneltan 
dtentukan secara purposf dengan dasar 
pertmbangan bahwa d Kota Denpasar 
yang sekalgus sebaga pusat Pemerntahan 
Propns Bal, dmana konds masyarakatnya 
relatf lebh maju dengan tngkat penddkan 
lebh tngg dbandngkan dengan daerah 
lanya d Bal. Penentuan nforman 
responden dtentukan dengan teknk snow 
ball (bola salju) dan  yang dplh adalah 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga 
masyarakat.
Data sekunder dperoleh dar 
penelusuran bahan-bahan tertuls atau 
dokumen-dokumen yang memuat nformas 
sehubungan dengan anak  yang lahr d luar 
perkawnan kedua orang tuanya.
2.3.   Teknik Pengumpulan Data.    
Untuk mendapatkan  data yang 
dperlukan, teknk pengumpulan data yang 
dgunakan dalam peneltan n adalah teknk 
wawancara yang berpedoman pada pedoman 
pertanyaan (interview guide). 
2.4.   Teknik Pengumpulan Data
Pengolahan dan analss data 
dlakukan dengan menggunakan metode 
yang bersfat kualtatf yang dlengkap 
dengan analss stuasonal. Metode n akan 
dapat menunjukan tentang skap masyarakat 
hukum Adat Bal terhadap Putusan MK 
No.46/PUU-VIII/2010 tentang Uj Materl 
Undang-Undang Perkawnan terkat 
kedudukan anak luar kawn.
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III.  HASILDAN PEMBAHASAN
3.1.  Tinjauan Umum Tentang Macam-
Macam Anak Dalam Hukum Adat. 
Secara umum dalam hukum adat 
dkenal dua jens anak yatu  anak yang lahr 
dalam perkawnan yang dsebut anak syah 
dan anak yang lahr d luar perkawnan yang 
dsebut anak tdak syah. Anak yang lahr 
dalam perkawnan juga banyak macamnya 
sepert anak kandung, anak tr, anak angkat 
dan anak para,  sementara anak yang 
lahr d luar perkawnan ada dsebut anak 
haram dan anak haram jadah. Kalau dalam 
masyarakat Bal anak yang lahr d luar 
perkawnan ada dua macam yatu ada yang 
dsebut anak bebinjat, ada yang dsebut anak 
astra. Masng-masng  anak tersebut d atas 
mempunya kedudukan dan hak tdak sama 
dalam keluarganya.
Anak bebinjat adalah anak lahr yang 
tanpa ada perkawnan dar orang tuannya 
dmana s bu tdak dapat menunjukan lak-
lak mana yang menyebabkan drnya haml 
dan melahrkan anak karena lak-lak yang 
mengaulnnya lebh dar satu orang. Oleh 
karena tu dsebut anak bebinjat artnya bunya 
jahat. Sementara anak astra adalah anak yang 
lahr d luar perkawnan orang tuanya, hal 
tu terjad dkarenakan sesuatu hal sehngga 
belum bsa melakukan perkawnan namun 
anaknya keburu lahr. Anak astra adalah 
anak dar perempuan kebanyakan (common 
people) dengan lak-lak dar golongan tr 
wangsa. Anak astra dketahu bapaknya dan 
basanya anak tersebut dberkan baya hdup 
oleh ayah bologsnya tetap anak tersebut 
mengkut gars keturunan bunya.
Mengena anak yang lahr d luar 
perkawnan dapat dlakukan upaya untuk 
menghndar celaan dar masyarakat dan 
anak tersebut mempunya status dan 
kedudukan yang jelas dalam keluarga dan 
masyarakat. Terkat dengan hal tersebut 
Sukert mengemukakan bahwa d Kabupaten 
Tabanan, anak yang lahr dluar perkawnan 
basanya dangkat anak oleh saudara bunya 
atau oleh orang tua bunya (kakek-nenek) 
anak yang bersangkutan.4 
Anak kandung  adalah anak yang 
mempunya kedudukan yang sangat pentng 
dalam setap somah (gezin) masyarakat 
adat.5  Anak sebaga penerus generas dan 
wadah (tempat tumpuan) dmana semua 
harapan orang tuannya dkemudan har 
dtumpahkan, sebaga pelndung orang 
tuannya dimana secara fisik orang tuannya 
tdak mampu bekerja lag. Sementara anak tr 
adalah anak orang lan yang ada dalam suatu 
keluarga. Mengena anak tr sebenarnya 
dapat dlhat dar sudut  sapa anak tersebut 
dlhat dan dar sstem kekeluargaan yang 
danutnya. Kalau dlhat dar sudut s ayah 
pada masyarakat patrlneal tdak dkenal 
anak tr karena dalam masyarakat patrlneal 
adalah semua masuk dalam gars bapaknya 
berapapun bunya. Kalau dlhat dar sudut s 
bu baru dkenal anak tr, akan tetap tdak 
berpengaruh dalam keluarga dan pewarsan 
karena semua anak lak-lak  mempunya 
hak wars terhadap harta kekayaan orang 
tuanya, kecual anak yang bersangkutan  hak 
warsnya telah gugur.
Pada masyarakat matrlneal masalah 
anak tr adalah merupakan kebalkan dar 
masyarakat yang patrlneal. Sementara pada 
masyarakat parental, anak tr dapat dlhat 
4 Ni Nyoman Sukerti, ”Kedudukan Hukum Anak Luar 
Kawin di Kabupaten Tabanan”, Laporan Penelitian, 
Fakultas Hukum, Unverstas Udayana, Denpasar, 
1990, hlm.21.
5 Tolb Setady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam 
Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung, 2008, 
hlm.208.
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dar sudut ayah dan juga bu karena pada 
masyarakat parental ada kalanya masng-
masng membawa anak dalam perkawnan. 
Dalam mewars anak tr tetap  mewars 
pada orang tua kandungnya. Anak angkat 
adalah anak orang lan yang dangkat anak 
oleh suatu keluarga. Mengena anak angkat, 
n ada perbedaan dalam pewarsan antara 
masyarakat patrlneal dengan masyarakat 
parental. Pada masyarakat patrlneal anak 
angkat mempunya kedudukan yang sama 
dengan anak kandung dalam keluarga dan 
pewarsan sepert d Bal n. Anak angkat 
adalah ahl wars penuh  pada keluarga 
angkatnya  sementara pada masyarakat 
parental sepert d Jawa anak angkat hanya 
mempunya hak wars terhadap harta gono 
gini orang tua angkatnya sementara terhadap 
harta-harta lannya anak angkat sama 
sekal tdak berhak. Sementara masyarakat 
matrlneal sepert Mnangkabau tdak 
mengenal lembaga pengangkatan anak.
Anak para adalah anak  orang lan 
yang dpelhara oleh suatu keluarga karena 
alasan ekonom, n sfatnya hanya sementara 
karena setelah anak yang bersangkutan 
dewasa dan bsa mencar penghdupan 
sendr anak tersebut akan dkembalkan 
kepada orang tua kandungnya. Jad terhadap 
anak para tdak ada hubungan dengan 
masalah pewarsan pada keluarga yang 
memelharanya. Perbuatan memelhara anak 
orang lan tersebut  dlakukan sebatas belas 
kashan saja.
 Jad dalam katan bermacam-macam 
anak tersebut d atas mempunya kedudukan 
yang tdak sama dalam keluarga dan 
pewarsan, hal tu tergantung dar sstem 
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat 
anak-anak tersebut.
3.2.  Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca 
Keluarnya Putusan MK No.46/PUU-
VIII/2010.
Masalah anak yang lahr d luar 
perkawnan yang menurut hukum adat 
hanya mempunya hubungan dengan bunya 
saja, akan tetap dalam Undang-Undang 
Perkawnan Pasal 43 ayat 1 dsebutkan 
bahwa anak yang lahr d luar perkawnan 
hanya mempunya hubungan perdata dengan 
bunya dan keluarga bunya.
Mencermat anak luar kawn 
sebagamana telah dsebutkan d atas menurut 
hukum adat  hanya mempunya hubungan 
perdata dengan bunya sementara Undang-
Undang Perkawnan menyebut dmana anak 
luar kawn d sampng mempunya hubungan 
perdata dengan bunya juga dengan keluarga 
bunya, maka lngkup undang-undang lebh 
luas. Terkat dengan hal tersebut hukum adat 
harus tunduk pada hukum negara atau hukum 
nasonal dalam hal n Hukum Perkawnan 
Nasonal. Hal tersebut sesua dengan 
Pasal 28 B ayat 2 UUD RI 1945. Adapun 
ketentuan pasal tersebut sebaga berkut: 
setap anak berhak atas kelangsungan hdup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlndungan dar kekerasan dan dskrmnas 
(hasl amandemen kedua). Intnya seorang 
anak harus hdup aman dan nyaman tanpa 
memandang anak tersebut lahr dalam 
perkawnan atau lahr d luar perkawnan 
orang tuannya. In berart anak yang lahr d 
luar perkawnan harus dperhtungkan bdang 
kepedataannya pada keluarga bunya.
Hukum Perkawnan Nasonal sudah 
cukup lama berlaku namun dalam hal 
anak luar kawn mempunya hubungan 
keperdataan dengan keluarga bunya 
terutama pada masyarakat patrlneal sangat 
sult dtermanya. Jad masalah anak luar 
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kawn tetap mash  dpandang negatf atau 
cébela mata oleh keluarga dan bahkan 
masyarakat.
Jad dalam katan adanya macam-
macam anak sepert tersebut d atas 
mempunya kedudukan yang tdak sama 
dalam keluarga dan pewarsan, hal tu 
tergantung dar sstem kekeluargaan yang 
berlaku dalam masyarakat anak-anak 
tersebut.
Khusus mengena kedudukan anak 
luar kawn pasca keluarnya Putusan 
Mahkamah Konsttus (MK)  No.46/PUU-
VIII/2010 tentang Uj Materl Undang-
Undang Perkawnan telah mengalam 
perubahan. Hal mana d dalam Putusan MK 
tersebut dalam pertmbangan hukumnya 
menyatakan bahwa … tdak tepat dan tdak 
adl manakala hukum menetapkan  bahwa 
anak yang lahr dar suatu kehamlan karena 
hubungan seksual d luar perkawnan hanya 
memlk hubungan dengan perempuan yang 
sebaga bunya. Adalah tdak tepat dan tdak 
adl pula jka hukum membebaskan lak-lak 
yang melakukan hubungan seksual yang 
menyebabkan kehamlan dan kelahran anak 
tersebut dar tanggung jawabnya sebaga 
seorang bapak dan bersamaan dengan tu 
hukum menadakan hak-hak anak terhadap 
lelak tersebut sebaga bapak …6 
Makna dar Putusan MK tersebut 
adalah  member hak yang sama terhadap 
anak luar kawn dengan anak-anak yang lahr 
dalam perkawnan yang syah. In berart akan 
menmbulkan masalah karena melegalkan 
hubungan seksual  d luar perkawnan 
dan bahkan dapat berakbat merebaknya 
hubungan sek bebas yang tdak jauh berbeda 
dengan bnatang. 
Terhadap Putusan MK tersebut, hasl 
peneltan menunjukan bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dar warga masyarakat 
hukum adat yang mana dapat dgolongan 
menjad  dua kelompok yatu kelompok  yang 
menerma dan kelompok menolak Putusan 
MK tersebut. Kelompok yang menerma 
Putusan MK tersebut adalah sebagan besar 
dar warga masyarakat hukum adat Bal 
yang dtelt, sementara kelompok yang 
menolak putusan tersebut adalah sebagan 
kecl dar warga masyarakat hukum adat 
Bal yang dtelt. Kelompok yang menerma 
Putusan MK memberkan beberapa alasan 
yatu anak luar kawn statusnya menjad 
jelas, s bu dapat menuntut tanggung 
jawab terhadap ayah bologs s anak, s 
anak tdak lag dpandang hna dan rendah 
dalam keluarga dan masyarakat. Kelomopk 
yang menolak Putusan MK tersebut yang 
merupakan sebagan kecl dar warga 
masyarakat memberkan alasannya: anak 
luar kawn dapat menmbulkan masalah 
dalam pewarsan pada bapak bologsnya, 
bertentangan dengan hukum adat Bal, anak 
perempuan bsa lebh memlh tdak kawn. 
Skap masyarakat hukum adat Bal 
sehubungan dengan keluarnya Putusan 
MK adalah ada yang pro dan kontra. Hal 
tesebut tada lan adalah merupakan budaya 
hukum masyarakat adat Bal terhadap 
hukum yang dberlakukan.  Budaya hukum 
(legal culture) menurut L.M. Fredman, 
melput de-de, skap-skap, kepercayaan, 
nla-nla, harapan, dan pandangan tentang 
hukum7. Sementara Hlman Hadkusuma, 
6 D.Y. Wtanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan 
Anak Luar Kawin Pasca Keluarnnya Putusan MK 
Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, 
Prestas Pustaka Publsher, Jakarta, 2012, hlm.242.
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Science Perspective, New York: Russel, 1975, p.7.
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mengurakan budaya hukum adalah 
tanggapan yang bersfat penermaan atau 
penolakan terhadap suatu perstwa hukum. 
Ia merupakan skap dan prlaku manusa 
terhadap masalah hukum yang terbawa ke 
dalam masyarakat8.  Budaya hukum adalah 
merupakan salah satu unsur hukum dalam 
suatu sstem hukum.
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1.  Kesimpulan
Dar keseluruhan uraan atau paparan 
tersebut d atas dapat dsmpulkan sebaga 
berkut :
4.1.1 Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 
tentang Uj Materl Undang-Undang 
Perkawnan adalah mempunya makna 
memberkan hak yang sama kepada 
anak luar kawn dengan anak yang 
lahr dalam perkawnan yang syah.
4.1.2 Skap masyarakat hukum adat Bal 
terkat Putusan MK tersebut dapat 
dgolongan menjad dua kelompok yatu 
kelompok yang menerma dan yang 
menolak. Kelompok yang menerma 
member alasan yatu anak luar kawn 
statusnya menjad jelas, s bu dapat 
menuntut tanggung jawab terhadap 
ayah bologs s anak, s anak tdak 
lag dpandang hna dan rendah dalam 
keluarga dan masyarakat. Sementara 
yang menolak member alasan yatu 
anak luar kawn dapat menmbulkan 
masalah dalam pewarsan pada bapak 
bologsnya, bertentangan dengan 
hukum adat Bal, anak perempuan bsa 
lebh memlh tdak kawn.
4.2.  Saran
Melalu peneltan n dsarankan 
kepada masyarakat adat Bal agar lebh hat-
hat menykap makna dar Putusan MK 
No.46/PUU-VIII/2010 tentang Uj Materl 
Undang-Undang Perkawnan  tersebut 
karena hal tu dapat melegalkan persnahan 
dan bsa merubah pandangan dar warga 
masyarakat adat Bal bahwa tdak perlu 
adanya perkawnan. Kalau hal tersebut 
menjad lumrah dan tdak dpandang hna 
maka pada akhrnya manusa dapat dkatakan 
tdak berbeda dengan bnatang.
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